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BUPATI ROTE NDAO 

PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO 
NOMOR 52TAHUN 2023 

TENTANG 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN ROTE NDAO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ROTE NDAO, 

Menimbang: 

Mengingat: 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) 

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nornor 7 Tahun 
2022 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
rnaka perlu rnenetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang 
Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4148); 

3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adrninistrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana t 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik t 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Peraturan ... 



Menetapkan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Di Sidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
194); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Penetapan Sadan Kesatuan Bangsa dan 
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 
2022 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rote Ndao Nomor 007); 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 
2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah 
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan 
Bangsa Dan Politik; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
JABATAN STRUKTURAL SADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. 
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi l 
kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. l 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Rote Ndao. 
6. Sadan ... 



6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Rote Ndao. 

BAB II 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Bagian Kesatu 

Togas Pokok dan Fungsi 

Pasal 2 

(I)  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu 
Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  

menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan 
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional 
dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

' c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat 

' beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam 
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, 
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, 
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan dan t 
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa 

politik; 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya. 

Bagian Kedua ... 



Bagian Kedua 
Kepala Badan 

Pasal3 

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
menentukan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Badan mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan urusan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik; 

b. pengoordinasian kebijakan, di Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi 
Kemiasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik; 

c. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi di Sekretariat, 
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang 
Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 
Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan 
Nasional dan Penanganan Konflik; 

d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal 4 

(I) Sekretariat mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik serta Sekretariat, membagi tugas, memberi 
petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub 
Bagian i Umum dan Kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif 

' dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik. 

(2) Untuk [melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. perencanaan operasional Sekretariat berdasarkan rencana program 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
b. perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat; 
c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pcngarahan kepada bawahan ] 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; f' 
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggung 

jawaban pelaksanaan tugas; dan lo 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Paragraf 1 . . .  



Paragraf 1 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 5 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu 

Sekretaris dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum dan 

kepegawaian, memeriksa pelaksanaan tugas bawahan serta 

mengoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,  

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. perencanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan rencana operasional Sekretariat; 
b. pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 
d. pelaksanaan urusan penatausahaan, surat menyurat, rumah tangga 

dinas, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada pimpinan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan 

' Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Bagian Keempat 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa 

Pasal 6 

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter 
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 

kebangsaan. 
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai 
fungsi: 
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika 

dan sejarah kebangsaan; 
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal 
ika dan sejarah kebangsaan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan A 
bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal I 
ika dan sejarah kebangsaan; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika 

dan sejarah kebangsaan; 
e. pelaksanaan . . .  



e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, 
' wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 

kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan 
f. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bidang Politik Dalam Negeri 

Pasal 7 

(1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 
umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 
daerah serta pemantauan situasi politik; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 
daerah serta pemantauan situasi politik; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah 
serta pemantauan situasi politik; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah 
serta pemantauan situasi politik; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi t 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; 
dan t 

f. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

Bagian Keenam ... 



Bagian Keenam 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama 
dan Organisasi Kemasyarakatan 

Pasal 8 

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran 
organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan 
mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat 
dan organisasi masyarakat asing. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi 
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan 
organisasi masyarakat asing; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan 

organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 

masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi 

masyarakat asing; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi 
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan 

organisasi masyarakat asing; 
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi 
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan 

organisasi masyarakat asing; 
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaant organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing; dan b 
f. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Bagian Ketujuh ... 



Bagian Ketujuh 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

Pasal 9 

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas 
pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan 
konflik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi: 
a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

' lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
keletnbagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; dan 

f. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rot A 
Ndao Nomor 11/KEP/HK/2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Berita p 
Daerah Iqibupaten Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 046) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Pasal 1 1.  . . 



Pasal 1 1  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
' 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

G-BULLU 

Ditetapkan di Ba'a 
al, (0 vorak 2023 

la:._> 

dan di Baa 
lo wk 2023 

DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 

i 

TA D1ERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR OS9-. 


